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I. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

| II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM  PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

URUSAN PEN

DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

3. Koo i, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

4. Koordinasi, ~ Penyusunan  dan  Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD

5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD

6. Koordinasi,  Penyusunan  dan  Verifikasi Perubahan DPA
SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

10.Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

11Koordinasi Perencanaan ~Anggaran  Belanja Daerah

12.Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pembinaan

13 Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Daerah
. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

S

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Penyusunan Standar Harga

1. Koordinasi
Pengeluaran Kas Daerah
dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Akuntansi i dan

w

. Penyiapan, dan

Anggaran Kas dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

dan Peny Fihak

v

@

S

Ketiga (PFK)

. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Kas, Analisis dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

i Data dan Kas serta
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dan atas SP2D dengan Instansi Terkait
10.Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
i Keuangan i

Kabupaten/Kota

P Belanja, Pembi patan-LO dan
Beban
3. Koordinasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan semesteran

4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala

2. Standar Barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah
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Barang Milik Daerah
Optimalisasi

Daerah tentang Penj
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP
BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

8. Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional ~ Penyelenggaraan  Akuntansi
Pemerintah Daerah

10.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

11. Akuntansi, Pelaporan dan
Pemerintah Kab

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah

. Analisis Investasi Pemerintah Daerah

. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman
Pemerintah Daerah

Analisis dan

Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
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S.Analisis  Perencanaan dan  Pelaksanaan Pemberian
Pinjaman Daerah
6. Analisis dan Kembali

Pinjaman Daerah
. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
10. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
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Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

12.Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan
Kabupaten/Kota

13.Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah

BLUD

dan
Barang Milik Daerah
11.Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
12.Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
13.Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

10, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

11. Penagihan Pajak Daerah

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak
Daerah

14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan
Perangkat Daerah

1.Perencanaan, Penganggaran, dan
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi  dan  Penyusunan  Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja
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Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

7. Penyediaan Bahan/Material

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu

9. Penyelenggaraan  Rapat
Konsultasi SKPD

10.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

11.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

Koordinasi  dan

. dan Penguj
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
SKPD
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8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Administrasi
Daerah
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
i dan Barang Milik

Barang Milik Daerah pada Perangkat

w

Daerah pada SKPD
. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
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Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

2.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
3.Pendataan dan  Pengolahan  Administrasi

Kepegawaian

s Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

3. Pengadaan Alat Besar

4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5. Pengadaan Mebel

6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya P

7. engadaan Aset Tetap Lainnya

8. Pengadaan Aset Tak Berwujud

9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

11.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1. Peny Jasa Biaya dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
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Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pemulangan Pegawai
yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Pemindahan Tugas ASN
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. Peny Jasa Biaya
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

X Jasa i Biaya i dan
Perizinan Alat Besar

»

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Fungsi

. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

10.Bimbingan  Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Tugas dan
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X Jasa Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
i Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
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